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Abstract 

This research discusses how to manage stakeholders to improve the effectiveness of strategic 

management in schools by examining various available resources. From the analysis conducted, it was 

found that strategic management can function well if the school can manage stakeholders in an 

organized manner thru steps such as recognizing, mapping, communicating, engaging, building 

partnerships, and integrating them at all stages of the strategy. Involving stakeholders, both internal 

and external, helps create cooperation, increase resource support, and ensure accountability in 

decision-making. Additionally, improving capabilities and building a culture of cooperation has 

proven to continuously support the implementation of school strategies. This research emphasizes 

that strengthening relationships between stakeholders is crucial for achieving the best quality of 

education. 
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Pendahuluan 
Pendidikan merupakan segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap siswa agar mempunyai 

kemampuan kognitif dan kesiapan mental yang sempurna dan berkesadaran maju yang berguna bagi 

mereka untuk terjun ke masyarakat, menjalin hubungan sosial dan memikul tanggung jawab mereka 

sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.  Berdasarkan tujuan pendidikan nasional setiap 

lembaga dan penyelenggara pendidikan harus dapat membentuk manusia yang sesuai dengan 

rumusan, baik pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan formal, informal, maupun 

nonformal.  

Oleh karena itu, lembaga pendidikan sebagai tempat yang terorganisir membutuhkan 

manajemen strategis yang baik agar bisa mencapai visi, misi, dan tujuan dengan efektif. Manajemen 

strategis mencakup langkah-langkah merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi 

kebijakan, program, serta penggunaan sumber daya dengan cara yang teratur. Di sisi lain, 

keterlibatan semua pihak yang berkepentingan seperti guru, orang tua, komite sekolah, masyarakat, 

dan pihak luar lainnya sangat penting untuk menjamin keberhasilan manajemen strategis ini. 

Ide skeholder ini dalam manajemen strategis pertama kali diutarakan oleh R. Edward 

Freeman pada tahun 1984 yang mengatakan bahwa organisasi harus memikirkan "setiap kelompok 

atau individu yang dipengaruhi oleh atau bisa mempengaruhi pencapaian tujuan dari organisasi. " 

Sejak saat itu, banyak penelitian tentang manajemen sakeholder menunjukkan bahwa partisipasi aktif 

dari pihak-pihak ini berpengaruh pada kinerja organisasi. 

Manajemen strategis adalah proses merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi 

keputusan yang memungkinkan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan baik. Dalam 
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prakteknya, manajemen strategis tidak hanya melihat analisis dari lingkungan di luar dan di dalam 

organisasi, penyusunan strategi, serta pelaksanaannya, tetapi juga bagaimana organisasi melibatkan 

semua pihak yang terkait dalam setiap langkah pengambilan keputusan penting. Keterlibatan semua 

pihak ini bisa memberikan manfaat berupa informasi yang bermanfaat, dukungan dalam 

menjalankan operasi, pengakuan dari masyarakat, dan juga menjaga stabilitas bisnis. Di sisi lain, jika 

suara dan harapan dari pihak-pihak tersebut diabaikan, dapat menyebabkan konflik, penolakan dari 

masyarakat, atau bahkan masalah reputasi yang bisa merugikan kinerja organisasi.  

Di lingkungan sekolah, manajemen strategis bukan hanya tentang membuat rencana jangka 

panjang dan program kerja, tetapi juga membutuhkan dukungan serta kerjasama dari semua pihak 

agar rencana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan. Namun, banyak sekolah 

menunjukkan bahwa keterlibatan pihak-pihak ini masih tidak teratur atau hanya sebagian saja, dan 

belum terintegrasi dengan manajemen strategis secara menyeluruh. Oleh karena itu, sangat penting 

untuk menganalisis cara mengelola keterlibatan pihak-pihak tersebut dengan lebih sistematis untuk 

meningkatkan efektivitas manajemen strategis di sekolah. 

 

Metode 
Penelitian ini menggunakan cara tinjauan pustaka, yang bertujuan untuk mempelajari berbagai 

referensi ilmiah yang berkaitan dengan perencanaan kebutuhan guru dan tenaga pendidikan agar 

bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca 

jurnal ilmiah, buku-buku akademik, laporan penelitian, serta kebijakan pendidikan yang relevan, baik 

dari sumber dalam negeri maupun luar negeri. Data yang sudah dikumpulkan lalu dianalisis dengan 

teknik analisis isi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, membandingkan, dan menyatukan berbagai 

temuan dari literatur yang ada untuk menemukan pola, masalah, serta saran dalam perencanaan 

kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan. Hasil analisis ini diharapkan bisa memberikan 

pemahaman yang lebih dalam dan menjadi dasar untuk membuat kebijakan pendidikan yang lebih 

baik. 

 

Hasil dan Pembahasan 
a. Kondisi Pengelolaan Stakeholder di Sekolah 

Dalam pengertiannya stakeholder adalah pemangku kepentingan yang merupakan individu, 

sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial 

yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun 

komunitas dan masyarakat dapat dikatakan sebagai stakeholder jika memiliki karakteristik yaitu 

mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan terhadap perusahaan. Pemangku kepentingan 

mempunyai pengaruh yang besar dalam keberhasilan perusahaan.  Sedangkan dalam konteks 

sekolah, Hatry menyebutkan bahwa stakeholder adalah salah satu kategori masyarakat sekolah, yang 

merupakan unsur-unsur sekolah yang jika salah satu unsur tersebut tidak ada, maka proses 

persekolahan tersebut menjadi terganggu. Definisi ini lebih diperjelas dalam kamus Manajemen 

Mutu, stakeholder adalah kelompok atau individu di dalam atau luar organisasi yang mempengaruhi 

dan yang dipengaruhi oleh pencapaian misi, tujuan dan strategi organisasi biasanya terdiri atas 

pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemerintah dan peraturannya.  

Secara ideal pengelolaan stakeholder di sekolah menekankan pada kemitraan yang solid dan 

berkesinambungan antara pihak sekolah (kepala sekolah, guru), orang tua/keluarga siswa, serta 

masyarakat (termasuk Komite Sekolah dan dunia usaha). Kemitraan ini sangat penting untuk 

menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung pertumbuhan karakter dan peningkatan mutu 

pendidikan. Sekolah perlu membangun hubungan yang selaras dengan semua pihak terkait, tidak 

hanya berfokus pada administrasi internal.  

Kemitraan yang efektif antara sekolah dan masyarakat ini seringkali diidentifikasi sebagai 

strategi alternatif dalam menghadapi persaingan mutu pendidikan, di mana partisipasi aktif 

stakeholder eksternal menjadi pendorong utama peningkatan kualitas. Maka dari itu manajemen 
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stakeholder di sekolah adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi individu atau kelompok yang 

memiliki kepentingan, pengaruh, atau dampak pada pencapaian tujuan pendidikan, dan kemudian 

mengembangkan strategi yang tepat untuk melibatkan mereka. Proses ini merupakan prasyarat 

penting dalam implementasi manajemen berbasis sekolah (MBS) atau Total Quality Management 

(TQM) di lembaga pendidikan.  

b. Mengelola Stakeholder Secara Sistematis 

Mengelola stakeholder secara sistematis adalah cara yang strategis untuk memastikan bahwa 

semua pihak terkait, baik yang berasal dari dalam maupun luar, dikenali, dipetakan, dilibatkan, dan 

dibina dengan cara yang teratur untuk mendukung keberhasilan manajemen strategis di sekolah. 

Pengelolaan yang terstruktur tidak hanya tentang membangun hubungan sosial, tetapi juga 

memerlukan proses yang sudah direncanakan, berdasarkan data, dan dilaksanakan secara terus-

menerus agar sekolah bisa mengelola dampak, kebutuhan, serta harapan pemangku kepentingan 

dengan baik.  Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil untuk mengelola stakeholder secara 

terencana dalam meningkatkan efektivitas manajemen strategis di sekolah adalah: 

1) Identifikasi dan Pemetaan Stakeholder 

Tahap awal dalam manajemen stakeholder adalah mengidentifikasi secara jelas siapa saja 

yang terlibat dan memetakan bagaimana hubungan kekuasaan dan kepentingan mereka terhadap 

sekolah. Identifikasi stakeholder melibatkan penentuan semua pihak internal (kepala sekolah, 

guru, staf dan siswa) dan eksternal (orang tua, komite sekolah, pemerintah, industri/dunia usaha, 

tokoh masyarakat) yang relevan. Setelah diidentifikasi, mereka perlu dipetakan berdasarkan dua 

dimensi utama yaitu kepentingan dan kekuatan.  

Pemetaan ini, sering digambarkan dalam matriks Power-Interest, membantu sekolah 

memutuskan tingkat dan jenis keterlibatan yang paling sesuai untuk setiap kelompok, misalnya 

apakah mereka perlu dikelola dengan baik, diberi Informasi atau diberi perhatian.  Untuk itu 

maka proses memilih kelompok stakeholder yang akan menjadi sasaran untuk dilakukan 

pemenuhan kebutuhan dan harapan. Dengan kata lain hal ini disebut proses menetapkan 

stakeholder potensial. Dalam proses pemilihan ini, sekolah harus juga menyesuaikan dengan 

kondisi internal lembaga, sebab apa yang diinginkan dan diharapkan oleh stakeholder tersebut 

akan dapat dipenuhi oleh lembaga. Maka dari itu sebelum dilakukan analisis, lembaga 

pendidikan harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di lembaga 

tersebut.  

Dalam proses pemetaan dan penetapan stakeholder terdapat beberapa aspek yang perlu 

dilakukan. Pertama, melihat kemampuan stakeholder untuk memengaruhi organisasi atau proyek 

melalui otoritas, sumber daya, atau posisi strategis. Kedua, memperhatikan tingkat kepedulian 

atau perhatian stakeholder terhadap hasil proyek atau kebijakan. Ketiga, melihat tingkat 

kewajaran atau pengakuan bahwa tuntutan atau peran stakeholder sah menurut norma sosial, 

etika, atau hukum.  Keempat, menggambarkan seberapa cepat dan penting tuntutan stakeholder 

harus dipenuhi, termasuk faktor waktu dan kritikalitas isu.  

2) Partisipasi dan Komunikasi Stakeholder 

Setelah diidentifikasi, fokus selanjutnya adalah membangun mekanisme komunikasi 

yang efektif dan memfasilitasi partisipasi aktif. Tahap ini berfokus pada bagaimana sekolah 

berinteraksi dengan stakeholder untuk memenuhi harapan dan mengurangi konflik. Komunikasi 

harus bersifat dua arah dan transparan, memungkinkan adanya masukan (umpan balik) dari 

stakeholder yang dapat digunakan untuk perbaikan sekolah.  Partisipasi tidak hanya sebatas 

kehadiran dalam pertemuan, tetapi juga pelibatan dalam pengambilan keputusan strategis, 

terutama yang berkaitan dengan kurikulum, program sekolah, dan anggaran. Budaya partisipasi 

aktif dan terbuka adalah kunci untuk mencapai akuntabilitas dan meningkatkan rasa 

kepemilikan.  

Kesepahaman tentang tujuan pendidikan menjadi lebih jelas melalui partisipasi 

stakeholder. Dengan melibatkan berbagai pihak, tujuan pendidikan yang diinginkan dapat 
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dijelaskan dengan lebih tepat dan disepakati bersama. Untuk memahami bagaimana partisipasi 

berpengaruh, berikut beberapa teori yang relevan terkait partisipasi stakeholder dalam 

pengembangan pendidikan, meliputi: 

1. Teori Demokrasi Pendidikan: Teori ini menggarisbawahi pentingnya inklusi dan 

partisipasi semua pihak yang terlibat dalam pembentukan kebijakan pendidikan. 

Partisipasi stakeholder dianggap sebagai refleksi dari prinsip demokrasi dalam proses 

pengambilan keputusan pendidikan.  

2. Teori Konstruktivis: Berdasarkan pendekatan konstruktivis, pembelajaran yang efektif 

harus mempertimbangkan latar belakang, pengalaman, dan pandangan unik setiap 

individu. Partisipasi stakeholder memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih 

sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman warga di sekolah.  

3. Teori Keterlibatan Masyarakat: Teori ini menekankan pentingnya melibatkan masyarakat 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam konteks ini 

keterlibatan orangtua, komunitas, dan tokoh-tokoh oenting baik internal dsan eksternal 

dapat memperkuat kebijakan secara optimal. 

Partisipasi stakeholder tersebut perlu kesepahaman dalam tujuan, maka perlu 

komunikasi yang baik. Komunikasi stakeholder adalah proses penyampaian informasi, dialog, 

dan pertukaran gagasan antara manajemen sekolah dan seluruh pihak terkait secara terstruktur, 

terbuka, dan berkesinambungan. Fungsi komunikasi ini adalah menyelaraskan (visi, misi, dan 

tujuan strategis), menjadi alat koordinasi implementasi strategi, membangun kepercayaan dan 

hubungan jangka panjang, serta menjadi mekanisme pengawasan dan evaluasi.  

3) Sinergi dan Kemitraan Stakeholder 

Sinergi dan kemitraan stakeholder merupakan elemen penting dalam meningkatkan 

efektivitas manajemen strategis di sekolah, karena sekolah tidak dapat berjalan optimal tanpa 

dukungan kolaboratif dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan 

pendidikan. Sinergi tercipta ketika seluruh stakeholder baik internal seperti kepala sekolah, guru, 

tenaga kependidikan, maupun eksternal seperti orang tua, komite sekolah, dunia industri, 

pemerintah, dan masyarakat berkolaborasi berdasarkan komitmen, kepercayaan, dan tujuan 

bersama. Kemitraan yang terstruktur memungkinkan setiap stakeholder berkontribusi sesuai 

perannya, sehingga pengambilan keputusan strategis menjadi lebih inklusif dan responsif 

terhadap kebutuhan nyata di lapangan. 

Dalam konteks manajemen strategis, kemitraan membantu sekolah memperoleh sumber 

daya tambahan, baik berupa pendanaan, dukungan moral, program pengembangan, maupun 

peluang kerja sama yang memperkuat proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi 

pendidikan. Ketika sekolah menjalin kemitraan dengan masyarakat dan institusi eksternal, 

misalnya dengan dunia usaha/industri atau lembaga pemerintah, maka relevansi program 

sekolah dapat ditingkatkan melalui penyelarasan antara kompetensi peserta didik dengan 

kebutuhan dunia nyata. Secara teoritis, Bryson menegaskan bahwa kolaborasi stakeholder 

meningkatkan kemampuan organisasi publik untuk mencapai tujuan strategis secara lebih efektif 

karena adanya pemetaan kepentingan dan kontribusi yang saling melengkapi.  

4) Integrasi dengan Manajemen Strategis Sekolah 

Integrasi stakeholder dalam manajemen strategis sekolah merupakan fondasi penting 

untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi strategi 

berjalan efektif dan selaras dengan kebutuhan serta harapan warga sekolah. Manajemen strategis 

di sekolah tidak hanya berfokus pada penyusunan dokumen strategis seperti visi, misi, RKAS, 

atau program kerja, tetapi juga pada bagaimana strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui 

keterlibatan kolektif semua pihak yang berkepentingan. 

Menurut Bryson, integrasi stakeholder sejak tahap awal perencanaan strategis membantu 

organisasi publik, termasuk sekolah, untuk merumuskan strategi yang lebih realistis, terukur, dan 

didukung oleh sumber daya internal maupun eksternal. Dalam konteks pendidikan, integrasi ini 
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mencakup pelibatan guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, komite sekolah, orang tua, serta 

mitra eksternal dalam proses penciptaan nilai (value creation) bagi peserta didik. Ketika 

stakeholder dilibatkan dalam analisis lingkungan (misalnya melalui SWOT), penentuan prioritas 

program, serta penyusunan indikator kinerja, maka hasil strategi sekolah menjadi lebih responsif 

terhadap kebutuhan nyata dan tidak hanya bersifat administratif.  

Robbins dan Coulter menegaskan bahwa manajemen strategis yang integratif 

mengharuskan organisasi untuk menghubungkan visi strategis dengan kegiatan operasional 

sehari-hari melalui koordinasi lintas-peran dan komunikasi yang efektif.  Selain itu, integrasi juga 

terlihat dalam implementasi strategi, di mana setiap stakeholder memiliki peran spesifik dalam 

mendukung keberhasilan program sekolah. Guru berperan dalam menjalankan inovasi 

pembelajaran, orang tua mendukung perkembangan peserta didik dari rumah, dan komite 

sekolah bersama masyarakat dapat memberikan dukungan sumber daya atau akses kemitraan. 

Model “School as a Learning Organization” menekankan bahwa keberhasilan manajemen 

strategis bergantung pada kemampuan sekolah mengintegrasikan kolaborasi, refleksi, dan 

perbaikan berkelanjutan sebagai budaya organisasi.  Dengan demikian, integrasi stakeholder 

dalam manajemen strategis sekolah tidak hanya memperkuat koordinasi internal, tetapi juga 

menempatkan sekolah sebagai organisasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada 

peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. 

5) Strategi Pengembangan Kapasitas Stakeholder dan Pembinaan Budaya Kerja Kolaboratif 

Pengembangan kapasitas stakeholder merupakan langkah strategis untuk memastikan 

bahwa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kompetensi, 

pengetahuan, dan sikap yang diperlukan untuk mendukung efektivitas manajemen strategis 

sekolah. Kapasitas stakeholder tidak hanya mencakup kemampuan teknis, tetapi juga 

kemampuan berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan 

keputusan. Menurut Bryson, pengembangan kapasitas dalam organisasi publik merupakan faktor 

kunci dalam menjamin keberhasilan implementasi strategi, karena strategi yang baik akan gagal 

tanpa aktor yang kompeten dan siap menjalankannya.  

Dalam konteks sekolah, strategi pengembangan kapasitas dapat berbentuk pelatihan 

guru, workshop kolaborasi antara komite sekolah dan masyarakat, peningkatan kompetensi 

kepala sekolah dalam kepemimpinan strategis, hingga pendampingan orang tua dalam 

memahami program sekolah. Robbins dan Coulter menegaskan bahwa kapasitas individu dan 

kelompok hanya dapat berkembang melalui proses pembelajaran berkelanjutan yang didukung 

oleh struktur organisasi yang mendorong partisipasi. 

Pembinaan budaya kerja kolaboratif juga menjadi komponen penting dalam memperkuat 

manajemen strategis sekolah. Budaya kolaboratif mencakup nilai-nilai seperti kepercayaan, 

keterbukaan, gotong royong, rasa memiliki, serta orientasi pada tujuan bersama. OECD 

menyebutkan bahwa sekolah yang berhasil menerapkan manajemen strategis umumnya memiliki 

budaya kerja yang kolaboratif, di mana guru, pimpinan sekolah, dan stakeholder eksternal secara 

rutin terlibat dalam dialog reflektif dan pengambilan keputusan bersama.  

Budaya kolaboratif tidak muncul secara otomatis, melainkan perlu dibina melalui 

mekanisme formal dan informal, seperti pertemuan rutin lintas-stakeholder, forum musyawarah 

sekolah, pembentukan tim kerja strategis, dan pembiasaan komunikasi dua arah antara sekolah 

dan masyarakat. Epstein menekankan bahwa kolaborasi yang kuat antara sekolah, keluarga, dan 

masyarakat hanya dapat terwujud ketika semua pihak memahami perannya dan merasa dihargai 

sebagai bagian dari komunitas pendidikan.  

Dengan demikian, strategi pengembangan kapasitas dan pembinaan budaya kerja 

kolaboratif merupakan dua pilar yang saling memperkuat dalam mendukung efektivitas 

manajemen strategis sekolah. Ketika stakeholder memiliki kapasitas yang memadai dan bekerja 

dalam budaya kolaboratif yang sehat, implementasi strategi sekolah menjadi lebih efektif, adaptif, 

dan berkelanjutan. 
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Simpulan 
Pengelolaan stakeholder adalah elemen penting dalam meningkatkan efektivitas manajemen strategis 

di sekolah. Manajemen strategis di institusi pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa 

dukungan, kerjasama, dan keterlibatan aktif dari semua pihak yang peduli dengan pencapaian tujuan 

pendidikan. Pertama, mengenali dan memetakan pihak terkait adalah langkah awal yang sangat 

penting. Sekolah perlu dapat menggambarkan pihak-pihak baik dari dalam maupun luar berdasarkan 

kekuatan, kepentingan, pengakuan, dan urgensi agar strategi keterlibatan bisa dibuat lebih tepat. 

Matriks kekuatan-minat membantu sekolah dalam menentukan cara keterlibatan yang diperlukan 

setiap kelompok sehingga konflik bisa diperkecil dan kerjasama bisa ditingkatkan.  

Kedua, keterlibatan dan komunikasi dengan pihak terkait sangat penting dalam menciptakan 

transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan tujuan pendidikan. Komunikasi dua arah yang terbuka 

memungkinkan sekolah mendapatkan saran, dukungan, dan penilaian yang berkelanjutan, sementara 

partisipasi dalam proses pengambilan keputusan bisa menumbuhkan rasa memiliki terhadap 

program sekolah. Ini menghasilkan kebijakan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan 

masyarakat sekolah. Ketiga, kerja sama dan kolaborasi antara semua pihak terkait meningkatkan 

efektivitas strategi pendidikan melalui kerjasama yang terencana dengan orang tua, komite sekolah, 

dan masyarakat. Kerja sama ini dapat memberikan sumber daya tambahan, akses ke jaringan, serta 

dukungan moral yang memperkuat relevansi dan keberlangsungan program strategis di sekolah.  

Keempat, penggabungan stakeholder dalam manajemen strategis sekolah memastikan bahwa 

proses perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian strategi dilakukan secara menyeluruh. 

Keterlibatan para pihak dalam analisis lingkungan, penentuan prioritas program, dan penilaian 

kinerja membuat strategi sekolah lebih sesuai dengan konteks, realistis, dan dapat menyesuaikan diri 

terhadap perubahan. Kelima, penguatan kemampuan pihak terkait dan pembentukan budaya kerja 

yang kolaboratif adalah bagian penting untuk memastikan strategi sekolah dapat dilaksanakan 

dengan baik. Melalui pelatihan, pendampingan, komunikasi yang berkelanjutan, serta pembentukan 

budaya kerja sama, sekolah dapat menciptakan ekosistem yang inovatif, kooperatif, dan fokus pada 

peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, manajemen strategis di sekolah hanya 

akan berhasil jika semua pihak dikelola dengan sistematis melalui proses memilih, berkomunikasi, 

bekerja sama, mengintegrasikan peran, dan mengembangkan kemampuan. Penguatan hubungan 

antara semua pihak akhirnya menciptakan lingkungan pendidikan yang dapat menyesuaikan diri, 

melibatkan partisipasi, dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan kualitas pendidikan. 
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